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ABSTRAK

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada
pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah
pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak
pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam
positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-
undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the
law. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan
penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Buramnya penegakan hukum ini pun menjalar hingga kepada penyelesaian
kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara yuridis formal, proses
penegakan hukum ABH diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak. Penangan kasus ABH harus mengedepankan prinsip the best interest of the
child dan the last resort(asas ultimum remidiuqh Sayangnya hingga saat ini
penerapan prinsip tersebut jauh dari kata ideal, ebih mengedepankan pendekatan
yuridis semata. Ha tersebut terbukti dengan munculnya kasus-kasus
kontroversial, sebut saja seperti: kasus AAL pada Desember 2011 lalu.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, maka semakin banyak dorongan
penerapan penyelesaian alternatif kasus anak melalui restorative justiceatau
keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana
dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non
litigasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menghindari stigmatisas negatif
pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Dasar yuridis keadilan
restoratif saat ini belum diatur dalam undang-undang, hanya terdapat pada SKB
tahun 2009 tentang Penangan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
Menyadari pentingnya upaya alternatif penanganan kasus ABH, pemerintah pun
menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu bagian dalam RUU Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Melihat kompleksitas yang mengiringi keadilan restoratif pada ABH,
penyusun tertarik untuk mengkaji keadilan restoratif dalam kacamata Islam.
Penelitian ini merupakan library research bersifat deskriptif-anaisi dan
menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang
digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat keadilan restoratif pada
hukum pidana Indonesia, mengaitkan dengan norma-norma hukum pidana dan
norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan
hukum, tujuan pemidanaan dan tujuan pemidanaan restoratif (al-isti'adah), hak
individu vs hak negara, anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam Islam.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan
keadilan restoratif telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada
tindak pidana gisas-diyat. Dalam konteks anak, penerapan keadilan restoratif
justru lebih terakomodir, mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai
penerus bangsa. Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif pada RUU SPPA
menunjukan adanya upaya rekonsiliasi, pemaafan, perbaikan hubungan. Terdapat
juga structural responsibilitysebagai penyeimbang individual responsibilityyang
semuanya jelas terakomodir dalam tujuan pemidanaan al-isti’adah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunaipsikini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Niddésadidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 @&=436/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba b be

< Ta t te

< Sa’ $ es (dengan titik diatas)
d Jim j je

d Ha’ h ha (dengan titik di bawah
¢ Kha’ kh ka dan haa

2 Dal d de

3 Zal z zet (dengan titik diatas)
J Ra’ r er

J Zai z zet
o Sin S es
G Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik dibawah
ol Dad d de (dengan titik dibawah
L ta’ t te (dengan titik dibawah)
5 z&' z zet (dengan titik dibawah
I ‘ain - koma terbalik diatas

& Gain g ge
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o f&’ f ef

3 Qaf q qi

d Kaf k ka

J Lam L ‘el

P mim M ‘em

O nan N en

3 wawi W W

° ha’ H Ha

s Hamzah O Apostrof
¢ ya' Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

oadaia ditulis Muta’addidah

X ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

48 ditulis Hikmah

ale ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Aramgy sudah meresap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dega@ya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta badkeediua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

el oW aay S ditulis Karimah al-auliy’
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3. Bila ta’ marbuthah hidup atau dengan harakat, fatkasrah dan dammah

ditulis t atau h.

AR ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

fathah ditulis A
Und ditulis fa’'ala
) kasrah ditulis I
K3 ditulis zukiro
. dhammah ditulis U
Caly ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + Alif ditulis a
dlals ditulis jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati ditulis a
Py ditulis tand
3 Kasrah + ya’ mati ditulis i
ditulis kariim
S ditulis ]
4 Dammah + wawu mati o uﬂ
o ditulis furGd
o= A
F. Vokal rangkap
1 | Fathah + ya’ mati ditulis Al
ASin ditulis bainakum
2 | Fathah + wawu mati ditulis Au
Jsé ditulis Qaul




G.Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkn dengan

apostrof
ail] ditulis Aantum
el ditulis U’iddat
e s ditulis La'in syakartum
i8S Y

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggian huruf “I”.

O Al ditulis Al-Qur'an
kst ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggkan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkanf | (el) nya.

eladdl ditulis As-Sand’
el ditulis Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

o2l 55 ditulis Zawi al-furad
35l Jal ditulis Ahl as-Sunnah




MOTTO

The Really Tiring Thing is that you suffer a thonddimes of pain
for tasting one time of pleasure

But The biggest thing in your life is that you aaake every single
tiring thing as your power to survive

Believe your god, Believe your parents, Believenfamily, believe
your teacher, and Believe your own self

Where there is a will there is a way
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang dianut Indonesia mengenal pembagiukum
menurut tata hukum atau hukum positif kepada hugtimat dan hukum publik.
Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikkemiifikasi yang jelas atas
keduanya. Pada ranah hukum publik seperti hukumngignaupun hukum acara
pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dompeisi aparat penegak
hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukurai s¢gtan yang berlaku.

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat inpusat pada
pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetapk mdatam ranah
pemidanaan (langsung diproses melalui jalur lifjgasieskipun kasus-kasus
tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugiatif fieecil atau tindak pidana
ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, denggarat perbuatan tersebut nyata
terakomodir dalam undang-undang (asas legalitaseniehi), sesuai dengan
prinsip equality before the lawNamun, tak jarang proses ini justru menimbulkan
disparitas pemidanaan dan mencederai rasa kealiliaasyarakat.

Contoh kasus yang banyak menyita perhatian puldlétaé persidangan
AAL yang berusia 15 tahun, disidangkan pada Deseribéd di Palu. AAL

disidangkan dalam kasus pencurian sendal seoralisy peharga Rp. 30.000,-

! Soedjono DirdjosisworoPengantar llmu Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2005), him. 41. Pendapat lain menyebutkan bahwabpgian hukum menjadi hukum privat dan
hukum publik, dilihat berdasarkan kategori isingnat Layyin Mahfiana)imu Hukum cet. Ke-2
(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), him, 123.



dengan tuntutan penjara 5 tahun karena melanggantkan Pasal 362 KUHP
tentang pencurian. Bandingkan dengan kasus-kasugppstoyang merugikan
keuangan negara milyaran atau triliunan rupiah yamsgru dihukum ringan
bahkan dibebaskan. Lebih memprihatinkan lagi, problematika buramnya
penegakan hukum juga menjalar hingga ke prosesefmsajan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum, yang seharusnya diutarkegantingan terbaik bagi
anak dan prinsipltimum remidium

Secara yuridis formil, proses penegakan hukum bagak nakal
terakomodir dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Petayjadhnak. Tujuan
undang-undang ini semata-mata untuk memberikaningarigan dari stigma
negatif pada diri anak dalam menjalani proses pargalana. Akan tetapi dilihat
pada tataran implementasi, dirasakan tidak dapatmenehi tujuan

diundangkannya undang-undang ini. Jelas sekali balewdekatan yuridis formal

2 www.liputan6.com., akses tanggal 24 Desember 284lhin contoh kasus AAL
tersebut, masih banyak kasus yang menunjukkan mmy@rpenegakan hukum di Indonesia.
Beberapa kasus yang dapat dijadikan ilustrasi bomaya penegakkan hukum pada anak yang
berhadapan dengan hukum di antaranya:

1) Pada tahun 2006, anak bernama Raju yang beButiun ditahan selama 19 hari
untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan teauneskipun penyelesaian kasus sesuai
dengan ketentuan UU No. 3 tahun 19@W., akses tanggal 24 Desember 2011.

2) Pada tahun 2009, sepuluh anak penyemir sepd&ardiara Internasional Soekarno-
Hatta ditangkap polisi karena bermain “macam bur§mtmainan lempar koin). Kesepuluh anak
terpaksa harus masuk jeruji tahanan karena ditueliaih melakukan perjudian. Kasus tersebut
kemudian disidangkan di tengah pro-kontra. Padgg@n27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim
Pengadilan Negeri Tanggerang menjatuhkan vonisydets bagi kesepuluh yang menjadi
terdakwalbid., akses tanggal 4 Desember 2011.

3) Awal Maret tahun 2011, tiga orang anak dituduéanouri voucher perdana pulsa
sebesar Rp.10.000,- saat terjadi tawuran di Johon Bakarta Pusat. Ketiga anak yang berusia 14
tahun tersebut tertangkap saat bersembunyi datréawdi sebuah toko penjuabucher Pada
perkembangannya, dua anak di antaranya dibebaskansktidak terbukti, satu anak yang tersisa
tetap diperoses hingga tahap pemeriksaan di pdagada diancam hukuman 7 tahun penjara
karena telah melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencdan pemberatajuncto Pasal 362
KUHP tentang pencurian biasa. www.pushakumsu.cakses tanggal 1 Desember 2011.

4) Kasus terakhir, Desember 2011 seorang anak Idi lausia 15 tahun disidangkan
dalam kasus pencurian sendal seorang polisi seRgrga0.000,- dengan tuntutan penjara 5 tahun
karena melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP tentamgupan. www.liputan6.com., akses
tanggal 24 Desember 2011.



lebih dikedepankan, seolah tertutup upaya disktlesi diversi dalam mencari
solusi terbaik atas perkara anak.

Saat mengkaji permasalah ini, upaya jitu untuk nuahekebuntuan
hukum tertuang dalam Surat Keputusan Bersama yikedudrkan tahun 2009
oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kegelaolisian RI, Menteri
Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RIl, dan Menteri Pemtayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak Banigadapan Dengan
Hukum? Keputusan bersama tahun 2009 ini memberikan sehitimatif baru
penyelesaian kasus pidana anak bernaestorative justiceatau keadilan
restoratif.

Model keadilan restoratif lebih menekankan diskrgsiuk penyelesaian
masalah anak nakal, memberikan alternatif divessagai upaya menghindarkan
stigmatisasi residivis pada anak. Keadilan restamrengedepankan kepentingan
terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korbarkabamengakomodir posisi
korban. Sayangnya, SKB ini tidak dapat berlaku iseo@aksimal sehingga masih
banyak kasus-kasus anak yang diselesaikan melakamsme peradilan yang
menimbulkan banyak sekali kontrofersi di masyarakat

Kajian tentang anak yang melakukan tindak pidandandalslam
sebenarnya telah ada sebelum adanya aturan tersmal dalam hukum
konvensional kuno.Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal
adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dafmmidanaan, tetapi juga

mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti reltabilpelaku dan juga restoratif

% DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukuvjediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di
Pengadilan Anak(Depok: Indie Publishing, 2011), him. 197.



antara pelaku dan korban. Di sinilah hal menarikigyakan dikaji secara
komperehensif tentang Islam dan penerapan keaddstoratif khususnya pada

kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah keadilan restoratif dalam perspekktim Islam?

2. Apakah wurgensi dan sisi-sisi maslahah keadilan orast dalam
penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum?

3. Apakah relevansi keadilan restoratif dalam draft RBigtem Peradilan
Pidana Anak Tahun 2011 dengan tujuan pemidanadoragt (al-

isti'adah)dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencapaianjwyaitu:

1. Untuk menjelaskan keadilan restoratif dalam persfleldkum Islam

2. Untuk menjelaskan urgensi dan sisi-sisi maslahahdilen restoratif
dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengamhuk

3. Untuk menjelaskan relevansi keadilan restoratiiiatiraft RUU Sistem
Peradilan Pidana Anak tahun 2011 dengan tujuandagraan restoratif

(al-isti’adah)dalam Islam.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada keg@maang dapat

diperoleh, yaitu:



1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan reafreinskalangan
akademisi dalam kajian hukum pidana Islam, hukudama positif,
maupun hukum acara pidana yang berkaitan dengakipahak.

2. Sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum teukiaya alternatif
penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengamhd&mi mencapai

perlindungan hak-hak anak.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukanak tiditemukan
penelitian yang secara spesifik sama dengan peamneliti. Namun, ditemukan
beberapa penelitian yang memiliki pambahasan yankaian dengan penelitian

ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikatdgor sebagai berikut:

Pertama skripsi yang berpusat pada proses penegakan hpilama anak
dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anakajiditerdasarkan
ketentuan hukum pidana Indonesia maupun menurunka@a hukum pidana
Islam. Terdapat beberapa skripsi yang terkait dengaa tersebut, seperti skripsi
disusun oleh Ni'matul Ma'wa dengan judul “PersidangAnak (Menurut
Perspektif Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1997 tepfaengadilan Anak)*.
Skirpsi ini lebih fokus pada proses persidangark anenurut hukum positif dan

hukum Islam.

4 Ni'matul Ma'wa, “Persidangan Anak Menurut PersgieMukum Islam dan UU No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anadktipsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2007).



Skripsi Fauziyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islderhadap Sistem
Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali” leb#ngedepankan
sanksi yang diberikan kepada anak dan bagaimarda#&ed apas Karang Asem

Bali yang kurang kondusif untuk para penguhuni lsapa

Adapula skripsi Ariyanto Wibowo dengan judul “Pedimgan Hukum
Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Acara Pidar®kripsi ini
membahas proses hukum acara pidana bagi pelakoapateak dalam kacamata
hukum positif Indonesia, dan korelasinya denganimemgan hukum terhadap

anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilak.An

Kedua skripsi yang mengkaji tentang kriteria pertanggawaban pidana
anak dalam pandangan hukum pidana Indonesia maupgwm pidana Islam. Di
antaranya skripsi yang ditulis oleh Riri Irawandingaberjudul “Pandangan
Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Ahdawah Umur”
Skripsi ini hampir serupa dengan skripsi di atdsekennya. Hanya saja dalam

skripsi ini lebih terfokus pada kriteria pertanggjawaban anak dalam UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menurut pandémgamm pidana Islam.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afif dengajudul

“Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi PerbandiAgaara UU No. 3 Tahun

® Fauziyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistermifianaan Anak Nakal di Lapas
Karang Asem Bali,’skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga YogyakartaQq2).

® Ariyanto Wibowo, “Perlindugan Hukum Terhadap Argikbawah umur dalam Proses
Acara Pidana: Studi Yuridis di Wilayah Kapupatear&n,”skripsi Fakultas Hukum Universitas
Janabadra Yogyakarta (2003).

" Riri Irawandi, “Pandangan Hukum Islam Terhadapa@ggungjawaban Pidana Anak di
Bawah Umur, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(@).



1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Isl&n@kripsi ini lebih

menitikberatkan kepada kriteria pertanggungjawabasiana anak menurut
kacamata hukum positif Indonesia dan hukum Isla@xi Reseluruhan skripsi-
skripsi di atas tidak ada satupun skripsi yang rkejngsecara komprehensif
ataupun sekedar menyajikan sedikit ulasan tentaadilan restoratif dalam kasus

pidana anak.

Ketiga penelitian dan buku yang mengkaji keadilan resiforSejauh ini
yang ditemukan adalah disertasi karya Marlina ybegudul “Pengembangan
Konsep Diversi darrestorative Justicelalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia™ Disertasi ini menitikberatkan konsep diversi yargrkhitan erat
dengan keadilan restroratif dalam sistem peradifeak di Indonesia. Studi kasus
yang dilakukan dalam disertasi ini terpusat padadpkatan yuridis normatif
untuk menganalisis konsep hukum, dan yuridis sogisl digunakan untuk

melihat hukum yang mengatur pelaksanaan peradilak a

Ada juga sebuah buku yang ditulis oleh DS. Dewi datatidah A.
Syukur yang berjudul “Mediasi Penal: PenerapRestorative Justicedi
Pengadilan Anak Indonesi&®. Buku ini membahas terkait upaya penerapan

mediasi penal dengan penerapan keadilan restalatin kasus anak, dengan

8 Ahmad Afif, “Pertanggungjawaban Pidana Anak (StRdibandingan Antara Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AretigBn Hukum Islam,8kripsi Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

°® Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Resterajustice dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di IndonesidjSertasiSekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
(2006).

2 Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukuvlediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di
Pengadilan Anak(Depok: Indie Publishing, 2011).



mengulas beberapa proses media penal yang dilakdikdmar negeri seperti

Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Thailand.

Berdasarkan disertasi dan buku inilah yang mergkdian kuat penelitian
ini diadakan. Jika dalam pandangan sosiologis ylmggkapkan oleh keduanya,
penerapan keadilan restoratif ini harus dilakukaaka menurut Islam ini jauh
lebih diakomodir untuk harus dilakukan. Mengingagansi yang ada bagi
kelangsungan hidup anak sebagai penerus bangsai siengan konsep tujuan
hukum restoratif(al-ist’adah) yang tertera dalaral-Maqgasid asy-Syarah dan

juga demi kemaslahatan anak.

E. Kerangka Teoritik

Roscoe Pound menyatakalaw as a tool of social engineerihpukum
itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yanggtigpokok pikiran hukum
adalah menata kepentingan-kepentingan yang adasiarakat® Setiap aturan
maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tuj&ama halnya dengan
norma hukum atau hukum itu sendiri.

Teori tentang pemidanaan berkisar pada perbedada Ipakikat dasar
tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapat gashdlang. Herbert L. Packer
sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda menyatakdwhaada dua pandangan

koseptual yang berimplikasi moral yang berbeda satwma lain, yakni pada

" Roscoe PoundContemporary Jurisdic Thedryglalam Introduction to Jurisprudence
sebagaimana dikutip Bernard L.Tanya dKkeori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan GeneragjY ogyakarta: Genta Publishing, 2010), him. 154.



retributivism dan utilitarianism.*?> Menurut Bambang Poernomo, membedakan
antara: 1) tujuan hukum pidarstrafrechtscholendan 2) tujuan diadakan pidana
(strafrechtstheoriegn Tujuan diadakan pidanast(afrechtstheoriegn dikenal
dalam tiga teori pidana, yaitu: Teori pembalasegtripution), Teori tujuan
(prevention, dan Teori gabungahi.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu nangakhsang surut
dalam perkembangannya. Pada tahun 1970-an berkgnibéodel Keadilan”
sebagai justifikasi moderen dalam teori pemidangamy dikenal dengan teori
just desert moddmodel ganjaran setimpal) yang didasarkan atas feevention
dan teoriretribution.** Di sampingust desert modguga dikenal model lain yaitu
restorative justice modeyang sering kali dihadapkan padeatribution justice
model™

Berdasarkan berbagai literlatur, tujuan hukum dalslaam terakomodir
dalamal-Maqgasid asy-Syarah. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara
general bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimdiesn untuk
memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Olelerdaitu, kedudukan hukum

pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermakgarSebab, tiga dari lima

tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya ddmgapai dengan mentaati

12 Sebagaimana dikutip oleh Chairul Hu@ri Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Késala(Jakarta: Kencana Prenada Media,
2006), him. 129.

13 Bambang Poernom@sas-Asas Hukum Pidan@akarta: Ghalia Indonesia, 1994), him
27.

14 Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum yaempdsisRestorative Justice,
Majalah Hukum NasionaNo. 1 (2011), him. 149.

15 bid., him. 150.
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ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan dua draayi@ bertautan dengan
ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta danrle#m, sementara akal dan
jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukutarg Islant®
Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya peneragamhkepada

anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pemiglarizaik dalam padangan
hukum positif maupun Islam. Berdasarkan pandangamydk ulama hukum
Islam, menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Isldragse berikut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasetribution ataual-jaza’).!’

2. Pemidanaan sebagai pencegahameventionatau az-zaj), yang terbagi

atas: aeneral preventiof® dan b)special prevention?

3. Pemulihan/perbaikaralislah).?

4. Restoratif &l-ist’adah),? yaitu sebagai metode merespons tindak pidana
dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalaangka memperbaiki
kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanyauhukdiat sebagi hukum

penggantijisas®

16 Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Garafika, 2007), him. 13-14
Y Lihat Al-Maidah (5): 38.
18 Lihat An-Nur (24): 2 dan At-Taubah (9): 129.

19 Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di Indonesié¥ogyakarta: Teras, 2009), him.
288-290.

2 |ihat. Al-Maidah (5): 38, Ocktoberrinsyah, “TujuaPemidanaan dalam Islamlf
Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusakuiu Pidana dan Tata Negera Islakml.
1 No. 1 (November 2011), him. 29.

2 Lihat Al-Bagarah (2): 178.

22 Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam IsldmRight,him. 30.
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5. Penebusan dosat{takfir).>

Terkait definisi anak dalam konteks hukum Indonedidasarkan pada
batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum taetda<um adat dan hukum
Islam. Secara internasional definisi anak tertudalgm konvensi PBB mengenai
Hak Anak {United Nantion Convention on ther right of the dhitahun 1989,
Beijing Rulestahun 1985 darUniversal Declaration of Human Rightshun
19482

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/RUI2010,
ketentuan tentang batas usia pemidanaan anakahédsd telah ditegaskan dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tentang &iéamyaAnak?®

Berdasarkan putusan tersebut, terkait dengan ffas@ tahun...” diputus
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyavatlifionally unconstitutiondl
Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12hun...”. Maka berdasarkan
putusan ini ambang batas usia bagi anak adalahi®?®

Melihat konsep anak dalam Islam, Avner Giladi berpgad statemen al-

Qur'an tentang anak yang membawa signifikansi nafratk menjadi dasar bagi

legislasi keislaman berikutnya yang pada intinyafotkus pada persoalan

% bid, him. 32. Menurut pendapat lain, tujuan poldsdam penjatuhan hukum dalam
syari'at Islam ialah pencegahan ataveventif (ar-raddu wal zajrj dan pengajaran serta
pendidikan atauepresif (al-islah wa tahdzih Ahmad Hanafi Asas-Asas Hukum Pidana Islam
(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 257.

% Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangamsép Diversi dan
Restorative JusticgBandung: Refika Aditama, 2009), him. 33.

% Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasad (1), (2), (3), UU No3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak.

% “pytusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997,” www.malmkahkonstitusi.com, akses
tanggal 24 Desember 2011.
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pembunuhan anak, adopsi, menyusui, dan anak yatisem memahami anak
dalam wilayah yang lebih jelas, yaitu sebagai subpek sekaligus sebadaiman
being®®

Islam membagi fase yang dilalui manusia dari ségdkr hingga usia

dewasa kepada 3 fase periode, yaitu:

1. Fase pertamatidak adanya kemampuan berfikiorgk), saat seorang
anak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukum.

2. Fase kedua kemampuan berfikir lemah, saat melakukan pidana
hukumannya dijatuhi tanggung jawa@'diby (pendidikan), tetapi
anak tidak dianggap sebagai residivis meskipun mmakupendidikan
itu dijatuhkan kepadanya.

3. Fase Kketiga kekuatan berfikir sempurna dan dapat dikenai
tanggungjawab pidarfa.

Terkait penanggulangan tindak pidana, secara gasar dapat dilakukan
melalui dua jalur, yaitu: Jalur “penal” dan Jalaoh penal®® Konseprestorative
justice atau keadilan restoratif merupakan alternatif pésaian tindak pidana

anak yang diarahkan kepada penyelesaian jalur emalpdengan melibatkan

27 zuhri, Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dacangan Perspektif Sosio-
Filosofis Atas AnakJurnal Penelitian AgamaNo. 1, Vol. XV (1 Januari-April 2006), him. 12-13

28 |hid., him. 23.

29 Abdul Qalir Awdah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islaralih bahasa Tim Tsalisah,
Jilid Il, (Bogor: Karisma llmu, 2007), him. 256.Hat juga ‘Abdul al-@dir ‘Awdah, at-Tasyr al-
Jina'i"al-Islami: Mugarranan bi al-@nun al-Wad'i’; Jilid |, (Bairut: Dar al-Katib al-‘Arabi, t.t.),
him. 600-605.

%0 Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi deestorative Justid¢edisertasj him. 35.
Lihat juga MarlinaPeradilan Pidana Anak di Indonesilm. 15.
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semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yamgdi. Konsep keadilan
restoratif ini terkait dengan konsep diskresi daersi>*

Keadilan restoratif ini bertujuan untuk mencariajalkeluar dari model
keadilan tradisional yang berpusat pgaanishmentmenuju kepada keadilan
masyarakatqommunity justiceyang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku.
Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekanlgahatan sebagai tindakan
yang melawan individu atau masyarakat bukan sebbhgatuk pelanggaran
kepada negar&. Urgensi penggunaan keadilan restoratif dalam pesgin
kasus anak ini sebenarnya memberikan penghalang dveak dari adanya
stigmatisasi “residivis” kepada diri anak.

Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Isfzada kasus anak pada
dasarnya belum ditemukan dalam referensi-referéndgium pidana klasik.
Sedangkan konsep pemidanan anak tetap Dberpatokaa paiteria
pertanggungjawaban pidanaal-(nasuliyah al-jirasiyyal) yaitu: 1) adanya
perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemaeadiri, dan 3) pembuatnya

mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakariiyalam mengenal juga alasan

31 Diskresi adalah wewenang petugas kepolisian umtekgambil tindakan meneruskan
perkara atau menghentikan perkara sesuai dengdjakesb yang dimilikinya. Diversi adalah
pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukdok wvmengambil tindakan-tindakan
kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikasalahapelanggar anak dengan tidak
mengambil jalan formal antara lain menghentikam aidak meneruskan/melepaskan dari proses
peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkaradkepmasyarakat dan bentuk-bentuk
kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversdilakukan di dalam semua tingkat
pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampaltifieketerlibatan anak dalam proses
peradilan tersebut. Setya Wahyudaplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistenaéizm
Pidana Anak di IndonesigYogyakarta: Genta Publishing, 2011), him. 56.

%2 Trisno Raharjo,Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana SuKajian
Perbandingan dan Penerapannya di Indonegagyakarta: Lentera, 2011), him. 26.

% Abdul Qalir Awdah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islandilid 11, him. 66. Liat juga
‘Abdul al-Qadir ‘Awdah, at-Tasyri al-Jina'i, Jilid 1, him. 392.
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pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman segeddasan-alasan tersebut
diantaranya: paksaaikiah), mabuk, gila dan belum dewa¥a.

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang padanya proses
pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan aehghini, dapat ditemukan
bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukaneseaudah pada jarimah
kisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekassiliyang melibatkan
korban/wali/ wali pelaku bersama denggradi sistem perdamaian sebagaimana
yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam &isal-Qadha. Sahnya
perdamaian dalam penyelasain kasus pidana merupblbnyang lumrah.
Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya ldikido di samping hak
Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidanaentert Inilah yang
membedakagriminal justice systerdalam Islam dengan sistem hukum lain.

Islam juga mengenal konsep asas penyimpangan sgrlaaran universal
dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dirda&dalah ajaran yang
terkandung dalam asasructural responsibility yang merupakan penyimpangan
terhadap prinsippersonal responsibility Asas structural responsibility ini
tercermin dalam konsegiyah mukhoffahDalam kasus tindak pidana, keluarga
pelaku pun dapat dibebani diyatDari berbagai refrensi-refrensi hukum pidana
konvensional, konsep semacam ini dapat ditemukda Yigarious liability atau

pertanggungjawaban penggan¥icarious liability sering diartikan sebagai

% Ibid., him. 220. Liat juga ‘Abdul al-@dir ‘Awdah, at-Tasyri al-Jina'i; Jilid I, him.
562.

% Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di Indonesiahim. 319-320. Lihat juga
Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Islahim. 289-293.
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pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuddhryaag dilakukan orang

lain 28

F. M etode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk pada penelitian pustéikaary researcl). Studi
pustaka dilakukan guna mencari berbagai konsepekongori-teori, asas-asas,
doktrin-doktrin, aturan-aturan dan berbagai dokunyamg berkaitan dengan
permasalahan ini. Sedangkan sifat penelitian inladdeskriptif-analitiR’ yaitu
memberikan gambaran tentang konsep keadilan rébtteehadap anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH) dalam padangan huslam.|
2. Pengumpulan Data
Penelitian ini mengambil sumber data yaitu:
a. Data Primer
Sumber data primer diperoleh dari studi pustak&antlam memperoleh
data utama adalah Al-Quran dan Hadist, referensreaf yang berkiatan
dengan hukum Islam dan hukum pidana Islam, UU No. luita997 tentang
Pengadilan Anak, RUU Sistem Peradilan Pidana Analg $&hun 2009 tentang

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, atiun@am-ayang

% Vicarious liability berkembang pesat pada negara penganut si€emmon Law
seperti Inggris dan Amerika Serika¥icarious liability ini juga dapat dihubungkan dengan
pertanggungjawaban korporasi. Liat Bardan NawavefAPerbandingan Hukum Pidanaet Ke-
8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), him.611-4

37 penelitian deskriptif berarti menggambarkan sedepmt sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau mekemtpenyebaran suatu gejala tertentu, atau
untuk menentukan penyebaran suatu gejala terteatay untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala laidakan masyarakat. Amiruddin dan Zainal
Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukurcet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),
him. 25.
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berhubungan dengan anak, referensi-referensi, ipangdenelitian maupun
tulisan-tulisan tentang hukum pidana di Indonedan tema-tema lainnya yang
berkaitan.
b. Data Skunder
Data skunder penelitian ini diperoleh secara langswdari hasil
wawancara kepada para pihak yang berkompeten dal@salah ini, baik dari
hukum pidana Islam, maupun yang berkaitan dengak gang berhadapan
dengan hukum dan RUU Sistem Peradilan Anak.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ahdaendekatan
yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi kep maupun aturan keadilan
restoratif, khususnya pada anak yang berhadapargadernukum dan
mengaitkannya dengan asas-asas, konsep-konsepippimsip maupu teori-
teori dalam hukum Islam.
4. Analisis Data
Setelah data-data terkumpul maka dilakukan ana$isisara kualitatif
dengan menggunakan metode induktif, yaitu prosealpean dari data-data yang

diperoleh kepada norma.

G. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dapat bersifat sistematik dan tikolisehingga
penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baila aellem penulisan skripsi
ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing texbagi dalam beberapa sub

bab.
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Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantdrghasan secara
global. Terdiri atas latar belakang masalah, rumusaasalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkatiteometode penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantmujm pembahasan
selanjutnya.

Bab kedua, membahas tentang pemidanaan dalam Iflambahasan
dalam bab ini terdiri atas: tujuan hukum dalamnsléaujuan pemidanaan dalam
Islam, tujuan pemidanaan restoraéf isti'adah), hak negara vs hak korban dalam
Islam, terakhir adalah pembahasan anak, tindaknpidian pertanggungjawaban
pidananya.

Bab ketiga, membahas tentang dinamika pemikirak gang berhadapan
dengan hukum di Indonesia. Pembahasan ini tertls: adefinisi anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH), sistem pemidanaanpedimdungan anak
berhadapan dengan hukum, pergeseran pradigma peraidanenuju keadilan
restoratif, keadilan restoratif dalam pengadilamkarkeadilan restoratif dalam
RUU SPPA dan beberapan kasus anak yang berhadapgendeukum.

Bab keempat membahas tentang keadilan restordtdigae alternatif
penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengamhBlkmbahasan ini terdiri
atas: keadilan restoratif dalam perspektif hukumants Urgensi dan sisi-sisi
maslahah keadilan restoratif dalam penyelesaiaruskgsdana anak yang
berhadapan dengan hukum, dan terakhir pembahastamderelevansi keadilan
restoratif dalam draft RUU Sistem Peradilan PidanakAR011 dengan tujuan

pemidanaan restoratiélifisti'adah) dalam Islam.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif merupakan suatu upaya alternatif
penyel esaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara melibatkan
pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian pidana. Keadilan restoratif berupaya
untuk menghindari anak dari stigmatisasi negatif yang melekat sebagai pelaku
pidana. Setelah melalui proses analisa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Melihat konsep keadilan restoratif yang berkembang baik yang didasari
pada konsep keadilan restoratif yang dikembangkan beberapa ahli, jelas
menunjukan adanya kesamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum
pidana lslam. Dilihat pada mind ideagdiantaranya:

Pertama mengedepankan victim orienteddibandingkan hanya offender
oriented dengan jalan melibatan korban-keluarga dalam penyelesaian kasus
pidana menunjukan adanya kemiripan dengan esens dalam qisas-diyat. Dalam
Isam para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam
terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam jarimah qisas-diyat, hak korban
lebih besar dibandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat
aternatif penyelesaian dengan pilihan gisas, diyat atau kafarat. Konsep gisas-diyat
dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan
termasuk kategori model pelayanan.

Kedug Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur

non-penal. Upaya ini dilakukan melaui proses perdamaian antara korban-pel aku.
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Berdasarkan Risdah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat
diterapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. Ketiga, Keadilan restoratif
mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legal justice
tetapi juga mempertimbangkan social justice, individual justicelan juga moral
justice Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-addah al-fardiyah)
dan keadilan sosial (al-addah al-ijtimaiyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu
mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan legal justice
Untuk memahami urgensi dan sis maslahah keadilan restortif pada Anak
yang berhadapan dengan hukum, maka kagjian ini dilihat dalam konteks hukum
pidana Islam mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah part of human
being dan subjek. Anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik
dari keperdataan maupun pidana. Kesadaran inilah yang mendasasari Islam
mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan anak pada tataran lebih

komperehensif.

Penerapan keadilan restoratif berkinginan untuk menjauhkan stigmatisasi
residivis pada anak, mengingat tak jarang masyarakat memahami presumtion of
innocence sebagai presumtion of guilty.Keadilan restoratif begitu penting
mengingat posis anak yang merupkan generasi penerus bangsa. Sebagaimana
sgjaan dengan magaid asy-syafah, penerapan keadilan restoratif pada anak
dapat memberikan perlindungan khsusnya pada perelindungan keturunan, akal

dan jiwa anak dari degradasi mental.
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Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif dalam RUU SPPA dan
relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (al-isti'adah), penyusun
mengkaji beberapa pasal diantaranya: Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10
huruf a, Pasal 12 huruf a dan b RUU SPPA menunjukan relevansinya dengan
tujuan pemidanaan restoratif (al-isti'adah). Hal tersebut dapat dilihat dalam hal
tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara
korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan
perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan
tujuan al-isti'adahyang dalam Islam diterapkan dalam tindak pidana gisas-diyat.

Adanya pertanggungjawaban  struktural  sebaga  penyeimbang
pertanggungjawaban individual/persona (individual/personal responsibilijy
Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan hanya berdasarkan pada
kesalahan orang (Asas kesalahan/asas culpabilitieg sebagaimana yang dianut
Isam juga dapat ditemukan dalam tujuan penerapan keadilan restoratif dalam
RUU SPPA.

B. Saran

Penelitian ini hanya mengkaji tentang keadilan restoratif dalam tataran
konseptual maupun teoritik. Hingga saat ini, aturan keadilan restoratif pada anak
yang berhadapan dengan hukum masih dalam proses pembahasan di DPR RI.
Yang dibutuhkan saat ini adalah mengawa jaannya proses pembahasan RUU
SPPA Tahun 2011 sehingga tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan dalam

pengaturan hukum pidana anak.
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Akan lebih baik jika pendlitian keadilan restoratif dikaji kembali pasca
RUU SPPA disahkan menjadi undang-undang. Karena pada dasarnya, aturan
daam RUU SPPA tentang keadilan restoratif maupun diversi masih memiliki
kejanggal an pada tataran implementasi di masyarakat. Maka untuk mensiasati hal
tersebut, diperlukan pedoman, aturan pelaksana yang lebih jelas, komperehensif
dan tidak multi tafsir demi menjamin efektifitas penerapan keadilan restortif pada
anak yang berhadapan dengan hukum.

Kajian tentang keadilan restoratif dalam tataran teoritik, dapat pula dikaji
berdasarkan perbandingan sistem hukum. Baik membandingkannya dengan tujuan
restoratif dalam sistem hukum pidana Islam, Eropa Kontinental, common law
maupun hukum adat. Sedangkan kajian pada tataran aplikasi keadilan restoratif
khususnya pada anak, dapat pula melihat perbandingan yang telah diterapkan oleh

negara-negaralain seperti New Zealand dan Canada.
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Lampiran |

DAFTAR TERJIEMAHAN
NO [ HLM | F.N | TERJEMAH
BAB Il
1. 20 6 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kgdu

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. 24 21 | Laki-laki yang mencuri dan perempuan yémencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan

o

3. 25 22 Perempuan yang berzina dan laki-laki ybegina,
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratu
dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari

akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang Yygng

beriman.

4. 26 28 | Keadilan restoratif adalah sebuah proses dir
semua pihak yang berkepentingan dalam palanggaran
tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara
bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari
pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

5. 26 3C | Hai orant-orang yang beriman, diwajibkan atas ke
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan
cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalahisuat

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.

6. 27 31 | Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsur
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya




kamu bertakwa.

29

39

Dan seorang yang berdosa tidak akan mémdsa
orang lain.

30

40

Dan orang yang berdosa tidak akan mendksk
orang lain. Dan jika seseorang yang berat dos
memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya
tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitp

meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnyai.

anya
itu
un

31

43

Dan kalau ada dua golongan dari merek@ lpariman
itu berperang hendaklah kamu damaikan an
keduanya

tara

10.

40

70

Telah diitanggalkan atas tiga: dari anak sampai
mencapai, dari tidur sampai ia bangun, dan daa
sampai ia sembubh.

dia
gil

BAB Il

11.

71

Membiarkan pendapat dan keprihatinan kodoguk
direpresentasikan dan dipertimbangkan se
tingkatan yang mana kepentingan pribadi mas
masing berpengaruh, tanpa mengurangi tersangka
konsisten dengan hukum pidana nasional yang rele

suai
ing-
A dan
Bvan

BAB IV

12.

90

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkeas &amu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dib
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dé¢
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangs
yang mendapat suatu pema‘afan dari saudar
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'f) memb
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara
baik (pula). Yang demikian itu adalah su
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rah
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
baginya siksa yang sangat pedih

unuh;
rngan
Siapa
anya,
cara
aya
yang
Atu
mat.
maka

13.

90

Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelargan)
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, suj
kamu bertakwa.

haya

14.

96

12

Dan kalau ada dua golongan dari merek@ lyariman

itu berperang hendaklah kamu damaikan ar
keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjar
terhadap yang lain, hendaklah yang melang
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembaliag
perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikan
antara keduanya menurut keadilan, dan henda
kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah menci
orang-orang yang berlaku adil.

tara
njian
joar
a
lah
iklah
ntai

15.

98

15

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang men




potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari

Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan

o

16. 108 24 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (meaiggn)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

17. 109 25 | Telah diitanggalkan ‘pena’atas tiga: dari anak samp
dia mencapai, dari tidur sampai ia bangun, dan |dari
gila sampai ia sembuh.

18. 110 26 | Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam
agama suatu kesempitan.

19. 110 27 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak
menghendaki kesukaran bagimu.

20. 124 36 | Dan seorang yang berdosa tidak akan knkmdsa
orang lain

21. 124 37 Dan orang yang berdosa tidak akan meénd&@sa

orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya
memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya |itu
tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnyal.




Lampiran ||

BIOGRAFI TOKOH

Umar bin Khattab

Nama lengkapnya Umar Bin Khatab Bin Nafiel bin abdaka. Ayahnya
bernama Khaththab bin Nufail Al Shimh Al Quraisyi daonya Hantamah binti
Hasyim. Beliau lahir di Makkah tahun 581 Masehi dmrasal dari bani Adi,
salah satu bagian suku Quraisy. Umar bin Khattab merhalifah kedua
menggantikan Abu Bakar Shidiqg. Sosok Umar bin Khatatgat berpengaruh di
kalangan bangsa Arab karena keberanian, ketegdaarketeguhan jiwanya. la
adalah pendukung, pengikut utama dakwah Nabi Muhah8AaV.

Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuzpsang budak pada
saat ia akan memimpin salat Subuh. Fairuz adalith s®orang warga Persia
yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan UmambReauhan ini konon
dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairueyhadap Umar. Fairuz
merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yandgtsaaerupakan negara Digdaya,
oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, R&ulhijjah 23 H/644 M.
Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang @&han bin Affan.

Imam Asy-Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim Musa bin
Muhammad Allakami al-Gharnathi. la dilahirkan di Grdagada tahun 730 H
dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’damtZ@90 H atau 1388 M.
Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahayahnya di Syativa
(Syathibah’ = arab), sebuah daerah di sebelah TAndalusia. Pada tahun 1247
M, keluarga Asy-Syathibi mengungsi ke Granda set8ativa, tempat asalnya,
jatuh ke tangan raja Spanyol Uragun setelah kedubes@erang kurang lebih 9
tahun sejak tahun 1239 M.

Imam Syathibi memulai pengembaraan intelektuaksegzil, ia memulai
dengan mempelajari ilmu wasil dan ilmu maqasid.ugajtidak berhenti sampai
di situ, hampir semua cabang ilmu pengetahuanatigal secara mendalam untuk
bisa mengetahui maksud-maksud dari syari@tMaqgasid as-Syari’ah dan
rahasia-rahasianya. la mencoba untuk memahamiasyarsecara mendalam.
Kitab al-Muwafagatadalah kitab paling monumental sekaligus paligemial di
antarakarya-karya imam Syathibi lainnya. Kitabterdiri dari 4 juz dan awalnya
kitab ini berjudulal-Ta'rif bi Asrar al-Taklif.



Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muiadn Abu
Bakr bin Ayyub bin Sad bin Huraiz bin Makk Zainuddin-Zuri ad-Dimasyqi dan
dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Diahtdkan pada tanggal 7
Shafar tahun 691 H. Dia tumbuh dewasa dalam suabar#h iyang kondusif.
Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimadyamaskus) selama
beberapa tahun. Karena itulah, sang ayah digelawyi@aal-Jauziyah. Sebab itu
pula sang anak dikenal di kalangan ulama dengam tlanu Qayyim al-Jauziyah.
Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hammieliputi semua ilmu syariat
dan ilmu alat.

Kitab-kitab biografi sepakat bahwa Ibnu Qayyim alzlgah wafat pada
malam Kamis setelah azan Isya, tanggal 13 Rajabntatb1H. Dia dishalati
setelah shalat Zhuhur keesokan harinya di Mesjldnadwi, kemudian di Mesjid
Jarah. Dan, dimakamkan di perkuburan al-Bab asigthdekat makam ibunya
di Damaskus.

As-Sayid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir damimggal dunia tahun
2000 M. la merupakan salah seorang ulama al-Azhaig yaenyelesaikan
kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengamia figih melebihi apa
yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang yainfa mulai menekuni
dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yaikgise waktu itu, seperti
majalah mingguaral-lkhwan al-Muslimun Di majalah ini, ia menulis artikel
ringkas mengendrigh Thaharah Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada
buku-buku figih hadits yang menitikberatkan padssafteh hukum seperti kitab
Subulussalanmkarya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Hajar,
Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkdfigih Sunnahditerbitkan pada
tahun 40-an di abad 20. la merupakan sebuah rigldem ukuran kecil dan
hanya memuat figih thaharah. Pada mukaddimahnysidiambutan oleh Syaikh
Imam Hasan al-Banna yang memuiianhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam
penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayagga @rang mencintai
bukunya.Setelah itu, Sayyid Sabig terus menulis dalam waktu tertentu
mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yateyrgesebagai kelanjutan
dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil liiiein 14 juz. Kemudian
dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarangunya itu hingga mencapai
selama 20 tahun.



Abdul Qadir Awdah

Abdul Qalir Awdah (1906-1954) merupakan tokoh gerakan Islam
kontemporari, Dai Islam di zaman moden dan pemimpésar Ikhwanul
Muslimin Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai cké@m yang
tinggi padalkhwanul Muslimindan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperanan
penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbagystiova di Mesir setelah
syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari B#u memikul amanah
besar bersamigursyidul Amkedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi.

Abdul Qair Awdah adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang
berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang @evgaic. Buku beliau yang
terkenal, at-Tasyri’ al-Jina’i fil Islam Mugarrinan bil Qanural-Wadhi’ telah
menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang Ipeskr pemikiran kaum
intelektual di Mesir kerana buku ini telah memgetkan keunggulan Undang-
undang syariat atas undang-undang konvensionaja léglah menjadi rujukan
ulama’, ahli fikih, pengamal undang-undang dan perah di berbagai
universitas.

Herbert L. Packer

Herbert L. Packer adalah seorang profesor terkerhukam di Stanford
University. Dua karyanya yang paling terkenal adadikel " Two Models of the
Criminal Process' (113 U. PA L. Rev 1, 1964.) darhe Limits of the Criminal
Sanction(Stanford: Stanford University Press, 1968). Dua ehadlam referensi
pertama adalahctime control model yang dirancang untuk melindungi hak-hak
warga negara yang taat hukum dengan menekankaraweakiran efisien dan
penghukuman penjahat, dardué process modelyang dirancang untuk
melindungi hak-hak terdakwa dengan menghadirkan bBtanbyang tangguh
untuk membawa mereka melewati setiap langkah datasep hukum. sedangkan
dalam bukunyaThe Limits of the Criminal SanctipnHerbert L. Packer
mengemukakan dua pernyataan terkait dengan telegrasi dan hubungannya
dengan sanksi pidana.

Gordon Bazemore

Gordon Bazemore saat ini adalah Profesor dan KelugSekolah
Kriminologi dan Peradilan Pidana, dan Direktur Kartas Kehakiman Institute,
di Florida Atlantic University. Penelitiannya difokkan pada peradilan anak dan
kebijakan pemuda, keadilan restoratif, korban kg, koreksi, dan Polmas. Dr
Bazemore adalah penulis dari 65 artikel peer-revigdvbab buku, 25 monograf
dan laporan teknis, dan berbagai publikasi lainnya.

Gordon Bazemore adalah penulis pertama dari tiga tentang peradilan
anak reformasiJuvenile Justice Reform and Restorative JusBedding Theory
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and Policy from Practice(dengan Mara Schiff; Willan PublishingRestorative
Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crifdengan Lode Walgrave;
Pidana Keadilan Press) ddRestorative and Community Justice: Cultivating
Common Ground for Victims, Communities and Offen{idesagan Mara Schiff)
(Anderson Publishing). Dia adalah penerima Perfeldrida Atlantic University
of the Year Award di kedua 1995 dan 1999.

Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita lahir di Cianjur, 1 Agustus 1944&edial sebagai
aktivis antikorupsi dari kalangan akademik yang @nekal. Guru Besar dan
Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum, UnivessiBadjajaran, ini selain
Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsinf2004), Beliau juga
tim ahli United Nations Convention Against Corruptigfonvensi PBB Melawan
Korupsi).

Romli Atmasasmita menempuh pendidikan Sarjana Huluniyersitas
Padjadjaran, Bandung (1969jaster of Laws School of Law University of
California, Berkeley (1981); Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gzdd Mada,
Yogyakarta (1996). Beberapa karya tulis Beliau diaeanya: Kapita Selekta
Hukum Pidana Dan Kriminologi Topik Artikel : Kasus Oki, Edy Tansil, Bob
Liem, White Collar Crime, Masalah suap, Pelecehans&&k Visum Et
Repertum Kriminologi. Peradilan Anak Di IndonesiaPerbandingan Hukum
Pidana Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hubekitar
Masalah Korupsi

Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. MenyelesaikasgRam Sarjana (S1) di
Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968, dan Program Doktojy (88 NPAD pada
18 Januari 1986. Sejak lulus dari S1 sampai s@ahéngjadu pengajar tetap di
Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hukum pidana sdjstapkan sebagai
Guru Besar Madaya pada 1 Juli 1993.

Sejak 1992 s.d. 1998, menjadi Dekan FH UNDIP. Saahénjadi Ketua
Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIPsaDbiping itu, juga
menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasg&ar Hukum Pidana
dan Kriminologi), anggota Tim Pengkajian/Penyusudansep KUHP Baru dan
Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasiondd)y anggota Tim
Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum dan Rewgmwhdangan.
Beberapa karya tulis Beliau di antaranyapori dan Kebijakan Pidanébersama
Muladi), Bunga Rampai Hukum Pidarfaersama Muladi)Perbandingan Hukum
Pidana
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Lampiran I11

DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada:

Heribetus Andri Ariaji, S.H., Sp.N.

Perancang Pertama Bidang Hukum Kemenkumham DIY
Wawancara tanggal 19 April 2012

1.

Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang tenggdrap DPR RI
dan Pemerintah terdapat beberapa perbedaan keteptiny berbeda
dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Abaktaranya akan
diterapkanrestorative justickeadilan restoratif dan diversi. Apakah ini
dapat memberikan solusi yang tepar bagi penyeles$aisus-kasus pidana
yang dilakukan anak?

Pasal 9 ayat (2) RUU SPPA disebutkan bahwa keputtis@nsi harus
mendapatkan persetujuan korban-keluarga serta ikesedak-keluarga.
ketentuan ini berbeda dengdeijing Rulesyang tidak mensyaratka
“persetujuan korban dan keluarganya”. Apakah halnantinya tidak
menimbulkan beberapa permasalahan dalam implenmeyd@s

Bisakah aparat penegak hukum menginterfensi atamimee dengan
tegas/tidak tegas agar korban memberikan persetujliersi dengan
alasarthe best interest of chid

Dalam Pasal 10 huruf a RUU SPPA disebutkan “perdandegan atau
tanpa ganti rugi”, apakah hal ini harus sebandergdn nominal kerugian
yang diderita korban?. Bagaimana dengan pelaku argng mampu,
apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan peateriuntuk

membantu mereka yang kurang mampu dalam pembexitarggi?

Pasal 11 RUU SPPA disebutkan jika diversi berhasikanPembimbing
Kemasyarakatan harus menyampaikan ke pengadilaerinegtempat
untuk memperoleh penetapan. Apakah penetapan imat ddiperoleh
melalui permohonan penetapan? Bagaimana prosedutayakekuatan
hukumnya?

viii



Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada:
Teguh Suroso, BCIP, S.H.

Kasub Pelayanan Tahanan Rutan Wirogunan Yogyakarta
Wawancara tanggal 4 Mei 2012

1.

Berdasarkan data yang dimiliki pihak Rutan, berppalah anak yang
ditahan di Rutan Wirogunan ini? Dan jenis kenakadgnra saja yang
dilakukan oleh anak-anak tersebut?

Adakah kasus anak yang berhadapan hukum di Kotayakagta yang
dianggap kontrofersial, seperti adanya atauran h@eraan yang tidak
sesuai prosedur?

Bagimana mekanisme yang diterapakan selama arsiadi®

Bolehkah anak ijin keluar rutan selama proses paEmah dengan alasan
sekolah atau ujian?

Hak-hak apa saja yang dipenuhi oleh pihak Rutan?
Kendala yang dihadapi pihak Rutan selama proseshp@an anak?

Tanggapan tentang penahanan anak yang melakukdak tipidana
pencurian dan adanya penerapan keadilan restdaddiin RUU SPPA?



Lampiran V

DAFTAR PERTANYAAN
Ditujukan kepada:
Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Wawancara tanggal 14 April 2012

1. Berdasarkan Pendapat bapak apakah usia anak dalatNoU@ tahun
1997 sesuai dengan hukum Islam?

2. Apakah setiap kasus pidana yang dilakukan oleh amakis tetap
diterapkan sesuai aturan yang ada dalam Al-Quram Hadids, ataukah
dengan mempertimbangkan alasan tertentu aturamtiséypelud dapat
dikesampingkan?

3. Apakah atauran hukum pada masa fukaha dapat diteregepenuhnya di
masa sekarang, ataukah pada beberapa kasus ledlutedsipat berubah
sesuai dengan kebutuhan zaman?

4. Apakah Islam lebih mengutamakan kemaslahatan andiandingkan
mengakomodir kedudukan individu? Ataukah keduduiatividu dapat
lebih diakomodir tergantung dari kondisi dan kagasn

5. Teori Jhon Rawils jstice as fairnes merupakan koreksi atas teori
utilitarin Jeremy Benthem. Ada yang menyebutkanwzakeori Magasid
Asy-Syari'ah prinsipnya hampir serupa dengan t&awls. Sedangkan
konsep maslahah justru prinsipnya sejalan dengam Benthem. Mana
yang benar??
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081
www . kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor ; W22-UM.06.02- \8%7

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
Nomer: UIN.02/DS/PP.00.1/620/2012 Tanggal 28 Maret 2012 dan surat Keterangan dari Sekretaris -
Daerah Pemerintah Propinsi D.I Yogyakarta Nomor : 070/3164/V/4/2012 tanggal 4 April 2012
Perihal ljin Penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayai
Kementerian Hukum dan HAM DIY memberikan ijin kepada :

Nama . Ifa Latifa Ftriani
Nim. . 08370023 i
Mahasiswa . Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyararta

Untuk mengadakan penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
DIY dan Rumah Tahanan Klas IIA Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"ISLAM DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI TERHADAP TUJUAN
PEMINDANAAN RESTORATIF (AL-IST’ADAH) DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN
KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK DI INDONESIA”.

Waktu pelaksanaan tanggal 11 April s/d 4 Juli 2012.

Dengan Ketentuan  : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum
dan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIA Yogyakata
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Rumai» Tahanan Negara
Klas IlA Yogyakata.
. ljin ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk
tujuan ilmiah. o
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang
berlaku setempat;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi
ketentuan — ketentuan tersebut diatas.
Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementeriun
Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Prcgram darn Laporan.

o o & o

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagéimana
mestinya.

Y

Yogyakarta, 11 April 2012
AN, KEPALA KANTOR WILAYAH #
o Kepala Divisi Administrasi
4

coR LAy, b

e S Kepala Bagian
¥ Penyu Program dan Laporan

o[
\KETBENT‘ER\?\NHUK\NDANHAWWUSM\
S

2

| /ST NP 49600606 198403 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth : s

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)

2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IlA Yogyakata

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/3164/V/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta Nomor :  UIN.02/DS/PP.00.1/620/2012
Tanggal : 28 Maret 2012 Perihal : ljin Penelitain

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan

Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengémbangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. )

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama . IFA LATIFA FITRIANI NIP/NIM . 08370023
Alamat . MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : ISLAM DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( STUDI TERHADAP

TUJUAN PEMIDANAAN RESTORATIF (AL-ISTI'ADAH) DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK DI INDONESIA

Lokasi . provinsi diy Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

Waktu . 04 April 2012 s/d 04 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keteranganfijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota meialui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 04 April 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Tembusan :

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan

Kementrian Hukum & HAM Prov. DIY

KAPOLDA DIY

Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta

Yang bersangkutan

S o e
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